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ABSTRAKSI

Pasar tradisional pada umumnya identik dengan suasana yang kotor, oleh sebab itu
Sinar Mas Land menggagas ide untuk mendirikan pasar tradisional yang dikemas secara
modern dan berbasis kemitraan dengan melibatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta
pedagang pasar. Kemitraan yang berlangsung sejak tahun 2004 ini telah menjadikan pasar ini
sebagai prototype pasar percontohan bagi pasar tradisional di seluruh Indonesia. Oleh sebab
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian tugas masing-masing
aktor yang terlibat dalam kemitraan, dan upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga
keberhasilan kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kemitraan sangat
bergantung pada sinergi yang terjalin di antara aktor yang terlibat dengan memahami
perbedaan masing-masing. Dalam hal ini, baik Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, maupun pedagang terbagi dalam mekanisme tanggung jawab yang berbeda sesuai
dengan sumber daya yang dimilikinya. Sinar Mas Land berfokus pada sistem administrasi
dan penyediaan teknisi; pemerintah dalam hal pengangkutan sampah, uji lab dan kalibrasi;
dan pedagang dalam partisipasinya mengikuti program pelatihan rutin. Keberhasilan
kemitraan akan berjalan serupa apabila menggunakan gaya kolaborasi dalam manajemen
konflik; tiap aktor memperkuat kapasitas diri dalam pengambilan keputusan; meningkatkan
kapasitas diskusi antar aktor.
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ABSTRACT
Traditional markets are generally synonymous with a dirty atmosphere, therefore Sinar

Mas Land initiated the idea of establishing a traditional market that was packaged in a
modern and partnership-based manner involving the South Tangerang City Government, as
well as market traders. This partnership that has been running since 2004 has made this
market a pilot market prototype for traditional markets throughout Indonesia. Therefore, this
study aims to find out the mechanism of division of tasks of each actor involved in the
partnership, and efforts made in order to maintain the success of the partnership. The research
method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of

observation and interviews.

The results of this study indicate that the success of a partnership depends very much
on the synergy that exists between the actors involved by understanding the differences of
each. In this case, both Sinar Mas Land, the South Tangerang City Government, and traders
are divided into different mechanisms of responsibility according to their resources. Sinar
Mas Land focuses on the system of administration and provision of technicians; government
in terms of waste transportation, lab testing and calibration; and the trader in their
participation follows a routine training program. The success of partnerships will run similar
when using collaborative styles in conflict management; each actor strengthens their capacity

for decision making; increase the capacity for discussion between actors.
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A. PENDAHULUAN

Keterbatasan sektor publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat membutuhkan
kerjasama dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat itu sendiri dalam satu ikatan
hubungan yang disebut kemitraan. Kemitraan didasarkan oleh adanya hubungan bottom
up,yaitu sebuah konsep yang percaya bahwa sebuah implementasi kebijakan akan berhasil
jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan.
Dalam relasi ketiga aktor tersebut, aktor yang memiliki peran terbesar adalah negara.
Menurut pandangan Rousseau (Prayogo, 2006), negara sebagai the sovereign memiliki
kewenangan sekaligus menjadi juri dalam relasi ini dan penegak regulasi jika ada yang

melanggar.

Kemitraan diwujudkan juga dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility)
yang diatur dalam sebuah regulasi mengikat seluruh perusahaan yang mendirikan kantor di
Indonesia. Adapun landasan hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Masyarakat merupakan sasaran kebijakan. Pada konteks ini, maka masyarakat sendiri
tetap dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan agar kemudian tujuan kebijakan dapat
terimplementasi maksimal. Swasta sesungguhnya berposisi sejajar dengan masyarakat karena
merupakan bagian dari bagian masyarakat tersebut, yang membedakan adalah adanya tujuan
profit making yang secara tidak langsung berpengaruh pada perusahaannya. Pasalnya, profit
making adalah prinsip utama pihak swasta dan swasta tidak akan menyutujui kerjasama
apabila tidak ada keuntungan yang diterimanya. Namun dengan adanya perbedaan tujuan
masing-masing aktor tersebut, dalam praktiknya tetap harus berpaku kepada regulasi yang
ditetapkan oleh pemerintah. Suatu kesepakatan bersama antaraktor diawali dengan
terdapatnya permasalahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang
memiliki orientasi utama berupa perwujudan kesejahteraan masyarakat akan berupaya
menerapkan kebijakan lokal secara bijaksana melalui peningkatan pelayanan publik untuk

menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satu contoh masalah misalnya terkait kenyamanan fasilitas umum dalam wujud
pasar tradisional. Laporan World Bank (2007) menunjukkan bahwa pada 1999 pasar modern
hanya meliputi 11% dari total pangsa pasar bahan pangan. Menjelang 2004, jumlah tersebut

meningkat tiga kali lipat menjadi 30%. Terkait dengan tingkat penjualan, studi tersebut
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menemukan bahwa jumlah penjualan di supermarket bertumbuh rata-rata 15%, sementara
penjualan di ritel tradisional menurun 2% per tahun. Prediksi dari penelitian tersebut
mengarah kepada kematian pasar tradisional yang dapat disebabkan oleh maraknya pendirian
pasar modern. Oleh sebab itu, pengemasan pasar tradisional secara maksimal perlu dilakukan
dengan mengubah wujud pasar yang selama ini melekat di pikiran masyarakat, yaitu suasana

yang kotor, kumuh dan becek.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tahun 2004, Sinar Mas Land melalui dana
Corporate Social Responsibility-nya mendirikan Pasar Modern BSD City yang terletak di
kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan dan berinisiatif untuk melakukan
kemitraan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan pedagang pasar dalam
mengelolanya. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang tidak menghilangkan ciri khas
tawar menawar, melainkan memberi suasana yang nyaman, teratur, dan higienis layaknya
pasar modern. Atas konsistensi ketiga aktor yang terlibat dalam kemitraan tersebut,Menteri
Perdagangan RI Enggartiasto Lukito menobatkan Pasar Modern BSD City sebagai prototype
(purwarupa) percontohan bagi pasar tradsional lainnya di seluruh Indonesia (Sindonews,
2017).

Perbedaan latar belakang sumber daya dan kepentingan swasta, pemerintah, dan
pedagang yang terlibat dalam kemitraan ini tidak dijadikan alasan dalam menciptakan
kegagalan dalam mengelola Pasar Modern BSD City. Sebaliknya, perbedaan tersebut dapat
menyatukan sinergi di antaranya untuk saling mengisi kekurangan dan memberi manfaat bagi
satu sama lain. Atas keberhasilan tersebut, maka penelitian ini akan membahas beberapa
poin. Pertama, mengenai mekanisme pembagian tugas di antara aktor yang terlibat dalam
kemitraan. Kedua, upaya yang dilakukan dalam menjaga keberhasilan kemitraan. Ketiga,

berupa simpulan dan saran.
B. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemitraan. Kemitraan
merupakan hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta
dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan,
dan kemandirian (Sumarto dalam Imelda, 2014). Kemitraan antara pihak swasta dengan
pemerintah pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal, karena dengan kemitraan tersebut
memberikan ruang adanya partisipasi pihak swasta untuk ikut serta mendorong program-

program pembangunan pemerintah.



Kemitraan didasari atas hubungan antara pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang
saling menunjang dan juga dapat saling memberikan keuntungan, serta saling menghidupi
berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Setiap pelaksana memiliki potensi,
keistimewaan dan kemampuan, walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat dan juga tempat
usahanya. Dengan kelebihan maupun keterbatasan yang ada menimbulkan rasa saling

membutuhkan dalam satu ikatan hubungan kerjasama.

Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008) menyebutkan empat indikator utama dalam
menentukan keberhasilan kemitraan, yaitu (i) input: akar yang mengawali adanya kemitraan.
Tahap ini dapat ditinjau dari terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang bertanggung
jawab secara spesifik dalam program yang didasari kemitraan; tersedianya sumber dana/
biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan; (ii) proses: suatu tuntutan
perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus
dengan melibatkan lebih dari satu aktor (Wiji, 2007); (iii) output: hasil keluaran dari suatu
kegaiatan yang ditransformasikan. Dalam kemitraan ini, output yang dihasilkan adalah
macam-macam kegiatan yang dikerjakan oleh aktor terkait sesuai dengan kesepakatan dan
kemampuan peran masing-masing. Kesepakatan ini mengarah pada mekanisme pembagian
tugas yang terlampir pada Standard Operating Procedure (SOP) objek kemitraan; (iv)
outcome: dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu
program kemitraan.

Dalam kemitraan ini, peran pemerintah (public) adalah sebagai fasilitator dan
pemegang regulasi yang posisinya paling penting dalam suatu kemitraan pemerintah-swasta.
Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki fungsi melindungi hak masyarakat yang terlibat
sebagai penerima dampak dari kemitraan tersebut. Peran swasta (private) dalam konteks
penelitian ini tidak hanya sebagai penyedia dana melalui CSR, tetapi juga turut serta dalam
pengelolaan fisik (tata ruang pasar) dan non-fisik (program Pasar Rakyat School). Peran
masyarakat (society) yang diwakilkan oleh pedagang yang sehari-hari berjualan di pasar
tersebut juga merupakan unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Pasar
Modern BSD City, karena kedisiplinan para pedagang dalam menjaga kebersihan dan
kerapihan pasar adalah faktor yang menjadi penarik perhatian masyarakat untuk berbelanja di
pasar tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan metode-metode

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok
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orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang diperoleh melalui
observasi dan wawancara pada informan terkait yaitu anggota divisi Corporate Social
Responsibility Sinar Mas Land, Kepala Pengelola Pasar Modern BSD City, Kepala UPT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangerang Selatan, dan perwakilan paguyuban
pedagang Pasar Modern BSD City. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambahkan

data dari arsip, dokumen, maupun dokumen pendukung lainnya.
D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

D1. Kemitraan antara Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan

Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Modern BSD City

Pada tahun 2004, Sinar Mas Land berinisiatif dalam mengalokasikan sebagian dari
dana CSR-nya untuk membangun fasilitas umum berupa pasar tradisional yang dikemas
secara modern, inisiatif juga mengikutsertakan peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan
yang kemudian disambut hangat, mengingat rekam jejak Sinar Mas Land yang dari masa
sebelumnya terbilang unggul dalam mengelola tata wilayah perumahan dan perkantoran yang
berada di BSD City, Tangerang Selatan. Hingga saat ini, salah satu bentuk sinergi antara
Sinar Mas Land dan pemerintah ditunjukkan dengan pembantuan design engineering detail
(DED) untuk beberapa tipe pasar tradisional di seluruh Indonesia. Pemerintah menjadikan
Pasar Modern BSD City sebagai benchmark untuk pengelolaan pasar tradisional namun
memiliki standar modern. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban tertentu yang
tercatat dalam Standard Operating Procedure (SOP) pasar seperti peninjauan kelayakan
barang dagangan oleh BPOM, peninjauan alat timbang, pengangkutan sampah setiap harinya

dan lain-lain.

Selain dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Sinar Mas Land juga melibatkan
pedagang pasar dalam kemitraan ini, alasan kuat yang dijadikan Sinar Mas Land adalah untuk
memberikan kondisi atau lingkungan yang senyaman mungkin bagi para pedagang dalam
mereka menjalankan profesinya, sehingga menimbulkan harapan baru yang dapat diperoleh
dari profesi tersebut. Dalam hal ini, Sinar Mas Land selaku pengelola berhasil meyakinkan
para pedagang bahwa peran mereka juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Pasar Modern
BSD City.

Dalam menjaga kepercayaan pemerintah maupun pedagang, Sinar Mas Land disiplin

dalam melaksanakan tugasnya seperti contoh, 10% dari hasil penyelenggaraan pameran yang



dilaksanakan di Pasar Modern BSD City selalu diserahkan kepada pemerintah (Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan). Terkait dengan pedagang, maka
pengelola menjamin kebersihan lorong, tempat pemotongan, toilet, dan lokasi lainnya yang
berada di pasar agar sesuai dengan kebutuhan pedagang atas kenyamanan dalam berjualan.
Selain itu, pengelola juga selalu membuat acara edukasi rutin bagi pedagang terkait cara

mereka berjualan, mulai dari pembukuan, kualitas barang dagang, dan lain-lain.

Pengelolaan fisik yang membedakan Pasar Modern BSD City dengan pasar tradisional
pada umumnya adalah dari segi bangunan yang berupa deretan ruko berdesain ala Baroque
Rococo, sebuah langgam yang memperlihatkan karakter kuat. Langgam tersebut diambil
dengan maksud untuk memperkaya gaya arsitektur yang sudah ada di kawasan Bumi Serpong
Damai, gaya arsitektur yang bertema mediterania, klasik simple, dan art deco. Adanya gaya
tersebut ditujukan agar pasar ini terlihat berbeda, atraktif, dan menonjolkan kesan modern.
selain itu, pasar juga dilengkapi dengan kawasan parkir yang luas, tempat pemotongan
hewan, tempat pembuangan sementara, toilet, ATM, dan musholla. Bagian dalam bangunan
juga diatur persegmen/ jenis barang dagangan dengan sirkulasi udara yang ideal, tanpa
menggunakan pendingin udara, melainkan membangun plafon yang tinggi dengan jendela di

sepanjang sisinya.

Selain memiliki bangunan fisik yang ideal dan dilengkapi fasilitas pendukung, pasar ini
juga berlokasi strategis, berada di kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, kawasan
perumahan milik Sinar Mas Land, namun juga berada dekat dengan pintu tol Jakarta —
Serpong sehingga pasar ini mampu melayani pengunjung yang berasal juga dari Bintaro,

Pamulang, Pondok Indah, dan perumahan yang berada di sepanjang jalan raya Serpong.

Sebagai aktor yang dominan, Sinar Mas Land bukan hanya memikirkan desain serta
penyediaan fisik sebagai bagian dari unsur Pasar Modern BSD City, melainkan juga
standarisasi yang diberlakukan di pasar. SOP ini mengatur mekanisme kerja masing-masing
aktor yang terlibat dalam kemitraan, yaitu Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang

Selatan, dan pedagang itu sendiri.

Sinar Mas Land berfokus pada pengurusan adminitrasi iuran pedagang dan perparkiran,
penyediaan tenaga kerja di berbagai bidang, seperti kebersihan, keamanan, perparkiran dan
teknisi untuk kelistrikan, pengecekan rutin setiap alat-alat keamanan di pasar, pengecatan dan
pengaspalan di jangka waktu tertentu, pembentukan konsep untuk Pasar Rakyat School, dan

lain-lain. Tugas yang diemban oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ialah adalah
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pelimpahan kewenangan untuk pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dan
Lingkungan Hidup, pengujian barang dagangan di minilab oleh Badan Pengawas Obat &
Makanan, dan pengecekan serta pengaturan akurasi alat ukur menggunakan standar/ tolak
ukur (kalibrasi). Di luar itu, pemerintah selalu memberikan pendampingan atau perwakilan
tiap kali Pasar Modern BSD City menerima kunjungan dari daerah lain, maupun dari
pemerintah pusat, juga ketika Sinar Mas Land mengadakan Pasar Rakyat School bagi
pedagang. Pedagang memiliki kewajiban yang tidak sekompleks dua aktor di atas. Pada
kemitraan ini, pedagang lebih ditekankan pada kedisiplinan diri guna meningkatkan taraf
hidupnya. Kedisiplinan ini berupa ketepatan waktu membayar sewa lapak dan iuran lainnya,
menjaga kebersihan barang dagangan, lorong, dan lapak, serta fasilitas pasar lainnya, seperti

kebersihan toilet, dan tempat potong hewan.

D2. Upaya Mempertahankan Keberhasilan Kemitraan antara Sinar Mas Land,
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan Pedagang dalam pengelolaan Pasar Modern
BSD City

Keberhasilan dari suatu kemitraan tidak lepas dari sinergi antara seluruh aktor yang
terlibat, bukan berarti sikap dominan yang dimiliki salah satu aktor akan merusak atau
mengganggu kemitraan secara keseluruhan. Contohnya, kemitraan dalam pengelolaan Pasar
Modern BSD City ini. Dominasi Sinar Mas Land tidak menimbulkan kerugian bagi dua pihak
lainnya, melainkan cenderung dianggap wajar mengingat besarnya modal dan inovasi yang
dikontribusikan oleh perusahaan tersebut. Dengan perbedaan kepentingan, latar belakang, dan
sumber daya yang dimiliki, Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan
pedagang teetap mampu bekerja sama dengan baik dalam mengelola Pasar Modern BSD City
sehingga menjadi pasar percontohan di Indonesia.

Secara khusus, Sinar Mas Land memberi kontribusi terbesar bagi pasar tersebut, mulai
dari konsep bangunan fisik di bagian luar dan dalam, hingga konsep pengelolaan non fisik
yang perlu memperhitungkan personel hingga rutinitas tertentu. Inovasi ini yang kemudian
meningkatkan reputasi Sinar Mas Land sebagai perusahaan properti, bukan hanya fokus
dalam pembangunan dan pengembangan proyek, namun juga memedulikan kebutuhan
masyarakat setempat melalui revitalisasi fasilitas umum yang merupakan program Corporate
Social Responsibility (CSR).

Berbeda dengan Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga diberikan

hak dan kewajiban yang sesuai dengan kapasitasnya, seperti hak menerima retribusi daerah,
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dan kewajiban untuk melakukan kalibrasi timbangan para pedagang, menguji keheigenisan
barang dagangan, pengelolaan sampah, dan menjadi pembicara atau pendamping dalam

acara-acara yang diselenggarakan di Pasar Modern BSD City.

Pedagang pasar juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Standard
Operating Procedure (SOP) pasar. Kedisiplinan yang dimiliki oleh kelompok pedagang ini
merupakan hasil dari sinergi yang baik khususnya di antara pedagang dengan pengelola.
Kedekatan keduanya menghasilkan rasa terikat dan saling membutuhkan satu sama lain, di
mana Sinar Mas Land membutuhkan kontribusi pedagang untuk mematuhi peraturan yang
mereka terapkan, dan pedagang membutuhkan fasilitas pasar dan pengelolaannya tetap

berjalan sedemikian rupa sehingga pasar dapat memperoleh nama yang semakin besar.

Kesulitan yang dihadapi dalam suatu kemitraan pada umumnya disebabkan oleh
perbedaan kepentingan. Setiap pihak yang terlibat memang perlu menekan ego agar tujuan
bersama tetap dapat tercapai. Konflik dalam kemitraan pengelolaan Pasar Modern BSD City
ini biasa terjadi di antara swasta dengan pemerintah. Kompleksitas redaksional yang berbeda
di antara kedua sering menghambat efektifitas dan efisiensi suatu program, sehingga perlu
bagi swasta untuk menekankan bahwa program yang mereka berikan akan lebih ideal apabila
menggunakan konsep tersebut dan penting bagi pemerintah untuk mengerti bahwa inovasi
pihak swasta memang cenderung memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, berbeda
dengan pengelolaan fasilitas umum yang hanya dikelola sendiri oleh pemerintah. Toleransi
perbedaan kepentingan ini merupakan bentuk dari prinsip azas bersama, di mana setiap pihak

yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Keberhasilan dari kemitraan antara Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, dan pedagang ini kemudian memberikan angin segar untuk dicontoh oleh pihak
lainnya, khususnya calon pengelola pasar tradisional yang berbasis Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) (sesuai dengan Perpres No. 38 tahun 2015 yang baru akan
dilaksanakan tahun 2018). Bukan hanya dapat mencontoh inovasi dalam pengelolaan pasar
secara fisik maupun non fisik, melainkan juga mengupayakan sinergi yang serupa dalam

rangka menjalin kerjasama antara swasta, pemerintah, dan pedagang pasar



E. PENUTUP
El. SIMPULAN

Pasar Modern BSD City berusaha menghilangkan gambaran yang selama ini melekat
pada pasar tradisional, yaitu becek dan kumuh. Pengelolaan berbasis kemitraan yang digagas
oleh Sinar Mas Land dengan menggandeng Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan
pedagang ini ternyata berhasil dalam pelaksanaannya sehingga dijadikan prototype bagi pasar

tradisional di Indonesia.

Tidak hanya berfokus pada pengelolaan fisik, kemitraan juga terjadi dalam pengelolaan
non fisik Pasar Modern BSD City, di mana Standard Operating Procedure (SOP) mengatur
hak dan kewajiban bukan hanya pengelola, tetapi juga pemerintah dan pedagang. SOP ini
menyangkut pengelolaan di berbagai bidang yaitu keamanan, kebersihan, kelistrikan,
pengujian barang dagang, dan perparkiran. Masing-masing bidang tersebut memiliki
pembagian mekanisme kerja tersendiri antara Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tangerang

Selatan, dan pedagang pasar.

Dalam mengupayakan keberlangsungan kemitraan yang berhasil, di antara aktor yang
terlibat perlu saling memahami perbedaan latar belakang serta kepentingan yang mendorong
mereka. Kekurangan dan kelebihan masing-masing dijadikan acuan untuk saling memberi

manfaat bersama, sesuai dengan asas kemitraan.

E2. SARAN

Kemitraan antara Sinar Mas Land, Pemerintah Kota Tagerang Selatan dan pedagang
dalam mengelola Pasar Modern BSD City ini diharapkan berhasil memberikan transfer
knowledge bagi jajaran pemerintah untuk mencoba mengikuti salah satu prinsip perusahaan
swasta di luar profit making, melainkan juga konsistensi dalam mengeksekusi rancangan

program secara cepat dan tepat.

Pengelolaan Pasar Modern BSD City yang dapat dicontoh pemerintah untuk diterapkan
di pasar tradisional lainnya berupa desain gedung beserta zonasi dan sirkulasinya, kebersihan,
perparkiran, hingga kemudahan sewa lapak atau losmen bagi para pedagang, sehingga
seluruh unsur yang berada di pasar tradisional tersebut tertata dengan teratur dan memberi
kenyamanan pada pengunjung. Tidak hanya secara fisik, pengelolaan non fisik yang perlu

diterapkan juga di pasar tradisional lainnya adalah berupa pelatihan rutin bagi pengelola agar
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memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan peraturan dan meninjaunya di lapangan, karena
seringkali pengelola pasar bukan merupakan anggota resmi dari Dinas Perdagangan setempat,
melainkan tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di pasar tradisional, sehingga
mereka tidak selalu berlatar belakang pendidikan tinggi. Edukasi mendasar mengenai
pengelolaan pasar perlu dilakukan demi menghindari peilaku menyimpang. Pelatihan ini juga
perlu diberlakukan bai pedagang, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas barang
dagang dan mempertahankannya demi kelangsungan pendapatan yang cukup dan terlebih
dari itu, tidak merugikan pembeli yang sudah melakukan transaksi dengan mereka. Upaya-
upaya tersebut kiranya dapat meningkatkan pendapatan pedagang juga daerah yang

bersangkutan.

Meskipun demikian, Pasar Modern BSD City yang saat ini dijadikan prototype pasar
percontohan bagi pengelolaan pasar tradisional di Indonesia tidak menjamin keberhasilan
yang sama apabila tidak menggunakan gaya kolaborasi dalam manajemen konflik sinergi di
antara pihak yang terlibat tidak terjaga dengan baik. Beberapa hal yang diperlukan untuk
menjaga sinergi yang ideal bagi pelaksanaan kemitraan adalah (1) memperkuat kapasitas diri
dalam pemahaman program, aspek teknis, administratif, dan kepekaan dalam merespon
perkembangan yang terjadi. Hal ini perlu ditekankan kepada pemerintah agar cepat tanggap
dalam pengambilan keputusan; (2) meningkatkan kapasitas diskusi antara paguyuban
pedagang, pengelola, dan pemerintah untuk saling menyalurkan keluhan dan saran agar dapat
direalisasikan; (3) meningkatkan diskusi antara pemerintah dengan swasta mengenai program
kemitraan yang telah terlaksana agar dapat diterapkan pada revitalisasi pasar tradisional

lainnya
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